
SALINAN.  

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang 
berdiri sejak tahun 1966 berbentuk Perusahaan Daerah dengan 
tugas melakukan usaha pengurusan pasar dan fasilltas 
perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian 
Daerah serta menunjang anggaran daerah dan berkontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah; 

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi 
perusahaan umum daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 dan perluasan tugas pokok serta pengembangan 
usaha Perusahaan Daerah Pasar Jaya guna mendukung kebijakan 
dan program Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4744); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305); 

7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH 

PASAR JAYA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut 
Pasar Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

6. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang 
bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum 
daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, 
serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun 
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Pasar Jaya. 

8. Direktur adalah Direktur Pasar Jaya. 

9. Dewan Pengawas adalah organ Pasar Jaya yang bertugas 
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi 
dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan. 

10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan 
penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 
melakukan transaksi Perdagangan. 

11. Tempat usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam 
area pasar yang merupakan alat produksi perusahaan. 

12. Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau Badan 
Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum 
yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa 
tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh Pasar 
Jaya untuk memperdagangkan barang/jasa. 

13. Sarana Perpasaran adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mendukung pelayanan 
perpasaran kepada masyarakat. 

14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam 
Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan 
Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ 
perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi 
dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala 
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan 
Pengawas. 

BAB II 

PENDIRIAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan 
Daerah Pasar Jaya yang didirikan dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pasar Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta beralih menjadi Perusahaan Umum 
Daerah Pasar Jaya. 



(2) Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula 
kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi 
atas nama Perusahaan Daerah Pasar Jaya. 

(3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pasar Jaya sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-
usaha berdasarkan Peraturan Daerah mi. 

Pasal 3 

(1) Pasar Jaya berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

(2) Wilayah kerja Pasar Jaya berada di Daerah dan dapat melakukan 
usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB III 

RUANG LINGKUP DAN PENGEMBANGAN USAHA 

Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 4 

Pasar Jaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk: 

a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
lingkup usahanya; 

b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, 
menunjang kebijakan serta program pemerintah Daerah di bidang 
ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan 
pangan dan perlindungan konsumen di Daerah; 

c. membangun dan mengembangkan Pasar dengan menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola perusahan yang balk; 

d. berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas 
dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah; 

e. melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap Pedagang Pasar; 

f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset 
yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan 
profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan 

g. meningkatkan pendapatan ash i Daerah. 



Bagian Kedua 

Ruang Lingkup Usaha 

Pasal 5 

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, Pasar Jaya dapat melakukan kegiatan usaha 
meliputi: 

a. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Sarana 
Perpasaran; 

b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang 
terintegrasi dengan fasilitas dalam area Pasar; 

c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan 
dengan kegiatan Pasar; 

d. penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan 
komoditi Pasar kepada Pedagang dan konsumen; dan 

e. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan 
pendirian perusahaan. 

(2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pasar Jaya melakukan: 

a. kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan 
swasta; 

b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; 

c. pembentukan anak perusahaan dan/atau merniliki saham 
pada perusahaan lain; dan 

d. penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat 
usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada bangunan di 
dalam area Pasar. 

(3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat 
dilakukan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau 
memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan Gubernur 
selaku KPM. 

BAB IV 

MODAL DASAR 

Pasal 6 

(1) Modal dasar Pasar Jaya ditetapkan sebesar 
Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). 


